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4) Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)
5) M. Guntur Hamzah (Anggota)
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Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1.
2.
3.

Sahlul Lubis
M. Rio Dozan
Faly Antary Musaad

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Achyat Daroini
2. Andi Muh. Igbal Rahman
3. Valdo Wira Dwiputra Madianung
4. Afiyah Mukhtaroh

C. DPR:
1. Andre Hartian Susanto
2. Antonius Sam Turnip

D. Pemerintah:
1. Zuliansyah (Kementerian Hukum)
2. M. Fuad Muin (Kementerian Hukum)
3. Henri Unesdo (Kementerian Hukum)
4. M. Aziz Arifin (Kemhan)
5. Putu Puspita Sari (Kemhan)
6. Saida Pebinur Fuli (Kemhan)
7. Irman Yuanita (Kementerian Dalam Negeri)
8. Puti Dwi Jayanti (Kementerian Dalam Negeri)
9. Feni (Kementerian Dalam Negeri)
10.Bustami (Kementerian Dalam Negeri)
11.Rani Fitriyanti (Kementerian Dalam Negeri)
12.Rangga Arif Mahadeli (Kementerian Hukum)
13.Marina Dyah Puspitasari (Kementerian Hukum)

*Tanda baca dalamrisalah:

[sic!] :

(..):

tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan
kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh
pembicara yang lain.




SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

KETUA: SUHARTOYO [00:32]

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 151 Tahun 2026 dibuka
dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUKPALU 3X

Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam
sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan Pemohon yang hadir,
Prinsipal, Kuasa Hukum, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUH IQBAL RAHMAN [00:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk dari Pihak Pemohon, kami
Kuasa Hukum hadir empat orang. Yang pertama, saya sendiri, Andi Muh.
Igbal Rahman, S.H. Yang kedua, Achyat Daroini, S.H. Yang ketiga, ada
Afiyah Mukhtaroh, S.H. Dan yang keempat, ada Valdo Wira Dwiputra
Madianung, S.H.

Untuk Pemohon Prinsipal, hadir tiga orang. Yang pertama, Sahlul
Lubis. Yang kedua, ada M. Rio Dozan. Dan yang ketiga, ada Faly Antary
Musaad.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Dari DPR.
DPR: ANDRE HARTIAN [01:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: SUHARTOYO [01:30]

Waalaikumsalam wr. wb.
DPR: ANDRE HARTIAN [01:30]

Selamat siang. Izin, Yang Mulia, kami dari Badan Keahlian DPR RI.
Saya sendiri, Andre Hartian Susanto bersama rekan saya, Antonius Sam

Turnip. Mohon izin kami sampaikan juga, Yang Mulia, berkenaan dengan
agenda sidang pada hari ini, tim Kuasa berhalangan untuk hadir.



10.

11.

Sebagaimana surat yang juga sudah kami sampaikan melalui
kepaniteraan, Yang Mulia.
Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Baik. Dari Kuasa Pemerintah, Presiden.
PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Waalaikumsalam wr. wb.
PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:56]

Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari tiga kementerian.
Kementerian Dalam Negeri hadir, Irma Yuanita (Kasubdit Otsus Istimewa
Wilayah I), Puti Dwi (Analis Hukum Alhi Muda) beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Pertahanan hadir, M. Aziz Arifin
(Kabag Advokum I Rokum Sekjen Kemhan) beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum hadir, saya sendiri, Zuliansyah
(Direktur Litigasi dan Notigasi), Fuad Muin (Plh. Kasudit Penyiapan
Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkam dan Perekonomian) beserta
tim.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [02:34]

Baik, agenda sidang sehari ini untuk mendengar keterangan DPR
dan Presiden. Tapi dari kedua lembaga yang seharus memberikan
keterangan minta penundaan karena belum siap keterangannya,
sehingga persidangan tidak bisa dilanjutkan dengan agenda dimaksud
dan ditunda hingga, Kamis, 25 Juni 2026, pukul 10.30 WIB, agendanya
mendengar keterangan DPR dan Presiden. Begitu untuk Pemohon
khususnya dan DPR dan Presiden supaya diperhatikan, jangan nanti
minta penundaan lagi, supaya peradilan bisa berjalan cepat, sederhana,
dan biaya ringan.



Terima kasih, untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.33 WIB

Jakarta, 11 Juni 2026
PIt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan
silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah).
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